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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 61 TAHUN 2017
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PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI BONE,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka perlu
dilakukan penyesuaian pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
188.31/7809/SJ tanggal 2 Nopember 2017 Perihal
Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratilf Pimpinan dan Anggota DPRD serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Keuangan daerah serta serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bone tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bone Nomor 61 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822 );
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Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran, Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah dengan Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2002
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250 J;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650)
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2);

22. Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses
dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone (Berita
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61

TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN
BELANJA PENUNJANG  OPERASIONAL PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2017
tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor
61 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB Ill Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 5
(1) Kemampuan Keuangan Kabupaten Bone berdasarkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone adalah Jumlah

Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Belanja Pegawai Negeri
Sipil Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :



4. Pendapatan Umum Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 159,8066,219,583.62
2. Dana Bagi Hasil : Rp. 34,897,311,711.00
3. Dana Alokasi Umum ' Rp. *977,807,065,000.00
Jumlah Pendapatan Umum Daerah : Rp. ' 1,172,570,596,294.62

b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah
1. Belanja Pegawai : Rp. 888,766,396,082.67
: Rp. 888,766,396,082.67
Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

¢. Kemampuan Keuangan Kabupaten Bone
= Jumlah Pendapatan Umum Daerah - Jumlah Belanja Pegawai Negeri Sipil

Daerah
= Rp. 1,172,570,596,294.62 Rp. BB8,766,396,082.67
= Rp. 283,804,200,211.95

(2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
Kemampuan Keuangan Kabupaten Bone termasuk dalam Kemampuan
Keuangan Daerah rendah.

2. Ketentuan BAB [V Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif yang diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
berdasarkan Kemampuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bone.

3. Ketentuan BAB V Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8

Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bone berdasarkan Kemampuan Keuangan Kabupaten
Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan 3 (tiga) kali
Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bone setiap melaksanakan Reses.

4. Ketentuan Bab VI Pasal 10 dan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 10

Bagi Daerah yang tergolong Kelompok Kemampuan Keuangan rendah maka
Dana Operasional sebagai berikut :

a. DO Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan paling banyak
2 (dua) kali Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. DO Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing — masing
disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah Uang
Representasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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Pasal 11

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan *Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bone berdasarkan Kemampuan Keuangan
Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disediakan
sebanyak 2 (dua) kali jumlah Uang Representasi Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone ditambah 1,5 (satu koma
limaj] kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bone.
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